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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKALAN,

bahwa dalam rangka membenkan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status
hukum atas setizp peristiva kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami vleh penduduk di Kabupaten
Bangkalan perlu dilakukan penataan sistern adminitrasi
Kependudukan.

"bahwa sebagai  pelaksanaan Undang-Undang Neomor 23

Tathun 2006 teritang  Administrasi Kependudukan
sebagaimana t=lah diubah dengan Undang-nundang Nomor
24 Tahun 2013 mala perlu mengganti Perawuran Deaerah
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyvelenggaraan Adminisirasi
Kependudukan sebasgaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nemor & Tahun 2014 karena sudah tidak
sesual g

bakwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada hburul a dan hurul b maka perlu membenttik
penyelenggaraan administragi kependudukan yang diatur
dalam Perarturan Daerah.

Pasal 18 ayat ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneaia Tahun 1945;

Undang-Undang NKomer 12 Tahun 1950  rentang
Pembentukan Daerabh-dacrah Kabupaten daiam Lingkungan
Propinsi Jawe Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomwor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
09);

Undang-Undeng Nomor | Tabun 1974 tentang Perkawinan
Lernbaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
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Undang-Uncdang Nomor 7 Tghun 1984 tentang Ratifikasi
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesin
Momor 32;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Normor
33, Tambahan {embaren Negara Republik Indonesia Nomor
3337):

Undang-Undang Nomor 3@ Tahun 1999 tentang Hak Asapg
Manusia (Lembaran Negara Republik indonesia Teahun 1999
Nomer 165, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3884§);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak [Lembaran Negara Republik Indonasia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nemor 237, Tambahan Lembaran Negaran Republik
[ndonesia Nomor 28832),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Xeuangan amara Pemerintah Pusar dan
Pemerintah  Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006  tentang
Kewarganegaraan Republik [ndonesia [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembagas Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lambaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) scbagaimana telsh diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 [Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 20i3 Nomor 232, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3379
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenitang
Pembentukan Peraruran Perundang-Undangen (Lembaran
Negara Republik  [Indonesia Tahun 2011 Nomar 82,
Tambehan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
9234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 NRomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ‘tentang
Peiaksapaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administraai Kependudukan {Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735):
Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntah
Daerah (Lembaga Negara Republik [ndonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 604d1};

Peraturan Prrsiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan {Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1997
rentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil 4f Lingkungan
Pemerintah Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
icntang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko
Kartu KK.. KTP, Buku Register Akia dan Kutipan Akta
Catatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahlun
2005 rentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah  Daerah  {Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E):

Peraturan Daerah HKahuparen Bangkalan Nomor 7 Tehun
2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Rabupaten Bangkalan Tahun
2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

Menetapkan :

dan
BUFPATL BANGK ALAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan-
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2
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Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

Perrierintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bangkalan.

Bupat: adalah Bupati Bangkalan,

Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
yang bertanggunjawab dan berwenang dalam urusan
Administrasi Kependudukan.

Instansi Pelaksana adelah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

Kecamatan adalabh wiayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Bangkelan.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten ESangkalan dalam wilayah kera
kecamatan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
Batas-batas wilavah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan mas varakal setempal, berdasarkan
asal usul dan adat istiadal setempat vang diakui dan
dihormat dalam Sistem  Pemerintah  Negara Repubiik
Indonesia.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil.  pengelolaan  informasi  adminiarrpsi
kependudukan serta pendavagunasn hasilnya wntuk
pelavanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asi ng vang bertempat tinggal di Indoneain

Warga Negara Indonesia, vang selanjuthya disingkat WNI,
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang .undang

sehagai Wargn Negara [ndonesia.
Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia.

Sistem  Infomasi  Admunistrasl  Kependudukan vang
selanjutnys disingkat SIAK, adalah sistem infrmasi
yang memanfantkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memfnpsilitasi pengelolaan informasi adminmsirasi
kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi
pelalksana sebagal satu kesaluan.




4

13

16

17.

18

19.

20.

21.

22,

5.

Dakumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang
dihasilkan dari pelnyanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Date Base adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan vang rtersimpan Secara sistematik,
terstruktur  dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, peranghkat keras, dan
jaringan komunikasi dala.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/
atau data agregat yang terstruktur sebagal hasil dar
kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan
tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta
pengeloiagn dan penyajian  data kependudukan di
Desa fRelurahan.

Unit Pelakeana Tekn#s Instansi Pelaksana. yang
selanjutnya disingkal UPT Instansi Pelaksana, adalah
satuan kerja ditingkat kecamatan yang berianggung
jawab kepada Instansi Pelaksana.

Nomor Kartu Keluarga adalah nomor vang diberikan
oleh Pemenmah setelah bhiodata kepala keluarga
direkam dalam bank data kependudukan nasional
menggunakan Sistem Informas! Administrasi
Kependudukan terdiri dam 16 digit, didasarkan pada
kombinasi variabel kode wilayvah, tanggal pencaiatan
dan nomor seri KK.

Kepercavaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan vang
diwujudkan dengan prilaku ketagwaan dan perbadatan
terhadap Tuhan Yang Maha [Esa seria pengamalan budi
lwhur  vang ajarannva  bersumber dac  kearifan lokal
bangsa [ndonesia.

Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, vang selanjutnya disebut Penghayatan Kepercaydan,
adalah aetiap orang yang mengekui dan meyakini nilgi-
nilgi penghavatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bulct
terjadinya perkawinan Penghavat Kepercavaan yang
dibuat, duandatangani dan disshkan oleh Femuka
Penghavat Kepercayaan.
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Data Pnbadi adalah data perseorangan fertentu yang
disimpan, dimwal, dan dijaga kebenaran serta dilindung
kerahasiaannya,

Petugas Rahasa Khusus, adaleh Petugas Reserse dan
Perugas Intelgjen vang melakukan wgas khusus di Juar
daerah domisilinya

Data Center adalah tempat rusng penyvimpanan peranghkat
database pada Penyelenggatra Pusat yang menghimpun
data kependudukar dan  Penvelenggara  Provinasi,
Penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.

Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada
petugas vang ada pada Penyelenggara dan [nstansi
Pelaksana untuk dapat mengakses data  base
kependudukan s€suai dengan izin yang dibenkan
Pergguna Data Pribadl Penduduk adalah instansi
pemerintah dan swasta van membuiuhkan informasi data
sesual dengan hidangnva.

lzin Tingga! Terbatas adalah izin vnggal vang diberikan
kepada Orang Asing untuk tinggal o wilayvah Ncgara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka wakw vang
terbatas sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

izin Tinggal Tetap adelabh izin 1ngeal yang diberikan
Kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik [nidonesia sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk adalah  pencatatan biodata
penduduic, pencatatan  ates  pelaporan  Perigbiwa
Kependudukan dan  pendatean Penduduk  Rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbian Dolumen
Kependudukan berupa kartu  identitas atay  surat
keterangan kependudukan

Penduduk Rentan Administraal Kependudukan, yang
selanjutnyva disebut Penduduk Rentan Adminduk, adalah
penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh
dokumen penduduk yang disebablcan oleh bencana alam,
kerusuhan sosial atau bertermpat tinggal di daerah
terbelakang.

, Penstiws Kependudukan adalah kejadian vang dwalami

Penduduk vang harus dilaporkan karens membawa akibag
terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluargas.
Kartu Tanda Penduduk dan/atan surat  keterangan
kependudukan lainnya mellputi pindah datang, perubahan
alamat, tinggal sementara, seria status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap.
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Data Pribadi adalah data persecorangan tertentu yang
disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindung
kerahasiannya.

Nomaor Induk Kependudukan yang selanjuinya disingkat

NIK. adalah Nomaor [dentitas Penduduk wvang bersifar unik

atau khas, tungga! dan melekar pada seseorang vang

terdafi:ar sebagal penduduk Indonesia.

Karty Keluarga yang selanjumyn disingkat KK. adalah

Kartu Identitas Keluarga yang memuat data renteng nama,

susunan dan bubungan daiam Keluarga, serta identitas

anggota keluarga;

Kepala Keluarga adalah:

a Orang yang bertempat tnggal dengan orang lain
baik mempunyai hubungan derah maupun tidak
yang bertangpung jawab terbadap Keluarga;

bh. Orang vang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. Kepala kesantrian, asrama, rumah yanm pmitu dan
lain-lain dimana beberapa orang bertempat bnggal
bersama-sama;

KTF berbasis NIK secara nasional yvang aelanjutnya disebut

KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan

format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus

vang berlaku sebapai Identitas resmi yvang diterbitkan oleh
inatangi pelaksana.

Kartu Tanda Penduduk elektronik, yang sclanjutnya

disingkat KTP.el, adalah Karmu Tanda Penduduk yang

dilengkapi o< vang merupekan identitas  reami
perxiuduk  sebagai  bukti diri yang diterbitkan oleh
lnatansi Pelakuana.

Karta identitas Anak, vang =aelanjutnya disingkat KIA

adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang

berusia kurang dan 17 [twjuh belas] tahun dan belm
menikah yang diterbitkan oleh Instansi Perencana atau
unit Pelaksana Teknis.

Pindah D[mang Penduduk, adalah perubahan lokasi

tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari

tempat yang lama ke tempat vang baru.

Pencatatan Sipil, adalah pencatatan Perstiwa Penting

vang di alami cleh seseorang pada Register Penhcatatan

Sipil pada Instansi Pelakaana,

Peristiwa Penting, adalah Kejadian vang dinlami oleh

segeprang meliputi  kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, [perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, pericbahan nama dan
perubahan atatus kewarganegaraan.
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Pengakuan Anak, adaiah pengakuan seorang ayah
terhadap anaknye yang lahir di iuar ilunan perkawinan
yang sah atas persetujuan 1bu kandung anak tarsebut,
Pengesghan Ansak, adalah pengesahan starus seorang
anak vang lahir diluar ikatan perkawinan yang aah, pada
sgat pencalalan perkawinan kedua orang e anak
terse but.

Buku Harian Peristiwe Penting, dan  Peristiwa
Kependudukan yang selanjutnya  disingkat BHPPPK
adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan
harian di desafkelurahan, kecamatan atau kabupaten
berkaitan dengan pelavanan  terhadap pelaporan
peristiwa panting dan  peritiwa kependudukan atau
pengurusan dokumen pendudui.

Buku Induk Penduduk, yang selanjutnya disingkat BIP
adalah buku vang digunakan mencatat keberadaan dan
status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh
sctiap keluarga dan diperbeharul setiap terjadi peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk
WNI Tinggal Tetap dan Crang Asing Tinggal Tetap.

Buku Mutasi Penduduk. yang selanjutnya disingkat BMP,
adaelah buku vang digunakan untuk mencatat perubahan
sctiap peristiwe penting dan perstiwa kependudukan vang
menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai
nomor urul KK o desafkelurahan bag WN! Tinggal Tetap
dan Orang Asing Tingeal Tetap.

Buku lhduk Penduduk Sementara, yang selanjutnyva
disingkat BPS, adalah buku yang digunakan untuk
mencaial kebersdaan dan sratue vang dimiliki 0leh
scscorang  vang  dibuat untuk setiap keluarga dan
diperbaharui setiap terjad! jperisiwa penting dan
peristiwa kependudukan bagi WN Tinggal Sementara
dan Orang Aaing Tinggal Terbatas.

Buku Mutasi Penduduk Sementara, vang selanjutnya
diaingkar BMPS. adalah buku yang digunakan untuk
mencaial perubahen setiap peristiwa penting dan
peristiwa kepandudukan yang menyangkut jumlah dan
starus anggota keluargs sesual dengan nomor urut
keluarga di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara
dan Orang Asing Tinggal Tetap.

Penvidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan olelk Pehyidik Pegawai Negen Sipil yang
sclanjumya disebut  penyidik, untuk mencan serfa
mengumpulkan bukti vang dengan bukii itu membuat
jelas  tindak pidana yang terjadi seta rnenemukan

tersanghkanys.




Pazal 2

Pemerintah Daerah berkewsjiban dan berwanggung jawab
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang
dilakukan olehh Bupati dengan kewenangan sebagai berikut:

8. koordinasi penyelenggavaan administrasi kependudukan;

b pembentukan [nstansi pelaksana yang rugas dan funganya
dibidang administrasi kependudukan;

C. pengaturan 1eknis penyelenggaraan administrasi
kependudukan sesuai dengan  ketentuan  peraruran
perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisesi penyelenggaraan administas:
kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat d  bidang
administragt kepandudukan;

{ penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian
urugsan admini srasi kependudukan berdasarkan asas tugas
pembantuan;

£ penyanan data kependudukan berskale daersh berasal dari
data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
diberaslhkan oleh kementerian yang bertangpunpg jawab
dalam urusan pemerintaban dalam negeri; dan

h koordinasi perngawasan atas penyelenggaraan adminarrasi
kependudukan.

Pasal 3

{1) Instansi Pelaksana meiaksanakan urusan admnstrasi
kependudukan dengan kewajiban vang meliputi:

a mendaftar peristbwa kependudukan den mencaat
pensbiwa penting;

b memberikan pelayanan yang sama dan professional
kepades setinp penduduk atas pelaporan peristiva
kependudukan dan peristiwa penring;

c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan
dokumen kependudukan,

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan aml;

e. menjamin kerahasian dan keamanan datz atas peristiva
kependudukan dan peristiwa penting; dan

f. melakukan verifikasi dan validami data dan informasi
vang disampakan olch penduduk dalam pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2] Kewajiban sebagnimana dimaksud pada ayet (] huruf a
untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rupk bagi
penduduk vang beragams [slam pada tingkat kecamatan
dilakukan oich pegawal pencatatan pada hUA Kecamatan.
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Pelavanan pencatatan sipll pada tingkat kecamatan
dilakukan ¢leh  UPT [nswansi  Peiaksarm  dengan
kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Kewajban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
persyaratan dan tsta cara pencatalan penstiwa  pending
bagi penduduk yang agamanva belum dmlkui sebagai
agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Kerentuan lebih lanjut mengenat IUPT Instansi pelaksana
sebagaimana dimaksud pada gmyat {3) dibentuk sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemenntah [Daerah menvelenggarakan pengaturan teknis

Administraai Kependudukan, mehputi:

a. pencatatan bodata untuk  penerbitan NIK,
pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan
Penduduk Rentan Adminiatrasi Kependudukan;

b. pencatatan peristiwa penting;

c. penerbitan dokumen kependudukan meliputi:

1. Biodata Penduduk;

KK

KTP-el,

KlA;

Suratl Keterangan Kependudukan meliputi :

Surat Keterangan Pindah;

Surar Kererangan Pindah Darang:

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

Surat Keterangan Tempat Tingpgal;

Surat Kererangan Kelahiran;

Sural keterangan Lahir mati;

Surat Keterangen Pembatalan Perkawinan;

Surat Kererangan Pembatalan Perceraian;
Surat Keterangan kematian,

Surat Keterangan Pengangkatan Anak,
1. Surat Keterangan Pelepasan
Kewarganegaraan Indonesis;
m, Sural Keterangen Pengganti Tanda ldentitas;
dan
n. Surat Keterangan Pencatatan Sipii.
6. Akia Pencatatan Sipil:

oW N
T@ A RN B

- Ak o




d. Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan
akta:

= B S

kelahiran;

kematian;
perkawinan:
perceralan: dan
pengakuan anek; dan
pengesahan anak.

e. Kutipan Akta Pencatatan Sipii memyat:

jenis Periatiwa Penting;

1,

2. NIK dan status Kewarganegarasn,

J. nama grang yvang mengalami Peristiwa Pencing;

4. tempat dan tanggal peristiwa;

5. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

6. nama dan tanda tangan Pejabat  vang
berwenang: dan

7. pernyatasn kesesuaian kutipan terscbut dengan
data vang terdapal dalam Register Akia Pencatatan
Sipil.

{2) Penyelenggaraan Administrasi kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan oleh
Instansi Pelaksana.

{1} Data

Pasal 5

kependudukan terdivi atas data persecrangan

danfatau data agregat penduduk.
(2) Data perseorangan meiiputi-

M toW PO FETOOETRAD SR

Nomor KK:

NIK:

nama lengkap;

jenis kelamin,

ternpart lahir;
tanggal/bulan/tahun lahir;
golongan darah;

agame /kepercavaan:

atatus perkawinan;

siatus hubungan dalam keluarga:
cacat hsk dan/atau mental,
pendidikan terakhir;

jenia pekegjaan:

NIK ibu kandung;

nama bu kandung:

NIK ayab;

nama aval;

alamat sebelumnya;

alamat ackarang;
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t  kepemilikan alta kelahiran/surat kenal lahir:
u.  nomar akia kelahiran/ nomor surat kenal lahir;
v. kepemikkan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah,

X. tanggal perkawinan;

¥.  kepemibkan akta perceraiamn;

z nomor akta perceraian/surat cerai;

as tanggal perceraian;

bh. sidik jan;

¢C.  ifia mata;

dd. eanda tangan;

ee, elemen data lmnmva yang merupakan aib seseorang,

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan vang
berupa data kuantitatif dan data kualitaof.

(4|Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2], dan ayat (3] yang digunakan untuk semua
keperluan adaish data kependudukan dari kementerign
yang bertanggung jawaeb dalam urusan pemerintahen
dalem negen, antara lain untuk pemanfiaatan:
a8 pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan;

¢. alokasi anggaran;

d pembangunan demokrasi; dan

e. penegakan hukum dan pencegahein kriminal.

BAB 1
FEJABAT PENCATATAN SIPIL. DAN PETUGAS
REGISTRASI

Pasal &

[1|Peyabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri
Sipil dari unit kerja yang mengelola administrasi
kependudukan dan pencatazan gipil di Daerah.

{2} Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat olebh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
vang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Unit
Kerja yang mengelola administrasi kependudukan dan
pencataran sipil di Daerah.

Pasal 7

{ljPejabart Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan
a melakukan verifikasi kebenaran data;
b. melakukan pembuknuan pencatatan atas nama

jabatann ya,




3.

mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;

meneriitkan kutipan akta Pencatatan Sipil: dan
e membuat cataten  pinggir  pada  akia-akta

Pencatatan Sipil.

(2} Dalam hal pejabag Pencatatan Sipil sehagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat
menunjuk Pejabat lain dari unit Kerja. vang mengelola
admimistrasi kependudukan dan Pencaatan Sigil

. N

Pasal 8

(1] Petugas Regiatrasi membantu Kepala Desa atau Luyrah
dan [nstansi Pelaksana dalam Pendafiaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.

|2] Petugas Regiatrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangka! dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan darn
Pegawal Negen Sipit vang memenuhi persvaratan.

i3] Ketentuan mengenal  pedoman penganghkaian  dan
pemberhentian  serta tugas pokok petugas [regstrasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABR NI
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Pencatatan Biodata, KK, KTP, dan KIA
Paragraf |
Pencararan dan Pemurakhiran
Biodata Peaduduk

Pasal 9

{JJPemerintah Daerah melaksnnakan pentatatan
penerbitan, dan pemutaichiran biodaa penduduk

(2 Pencatatan %cbagaimena dimaksud pada ayat (]
dilakukan oleh petugas dengan memerksa status dan
kebenaran identitas yvang dimi [iki oleh penduduk

(3} Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada avai (f)
paling sedikit memuat keterangan tentang nama,
empat.dan tanggal lahir, alamat den jat dirinya secara
lengkap, serta ‘perubahan data sehuebungan dengan
peristiva kependudukan dan peniatiwa penting vang

dialami.
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Pasal 10

(Penyampaian  informasi untuk pencatatan biodata bagi
bayi atau anek diwakili oleh orang twanya atau
anggota keluarganya sesuai dengan persy/aratan vang
ditentukan

(2] Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] untuk pencatatan biodata begi ommng yang
mengalarm hambatan mental dan fisik twbubh dapat
dilakukan oleh orang lan dengan membuat surat Kuasa.

Pasal 11

Pemutakhiran biodata penduduk scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 avat ()} dilakukan oleh petugas Instansi
pelaksana  berdasarkan  laporan  penduduk  yang
dituangkan dalam Surai Permyataan Perubahan Data
Kependudukan.

Pasal 12

Ferubahan biodats Warga Nepara Indonesia Orang Asing
Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang
terjadi di luar neged karena terjadinya Perisdwa Penting,
setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh petugas lnstans:
Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh| har kerja sejuk
surat Keterangan Pindah Datang

Paragraf 2
Noemor Induk Kependudukan

FPeaaal 13

{1)NIK rerdiri dari 16 [enam belas| digi terdinn atas:

a.6 (enaml digt pertama merupakan kode wiky sah
provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal
pada tempat mendafiar;

b.6 [enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan
tahun kelahitan dan khusus untuk perempuan
tanggal lahwmya ditambah angka 30 |empat puluh):
dan

c 4 {empat} digt terakhir merupakan nomer  urut
penerbitan NIK yang diproses secara ctomatis dengan
SIAK.

(&) 6 [enam belas) digil sehagaimana dimaksud pada ayat

(1} diletakkan pada posiai mendatar.
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(J) NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada avat [} berlaku
seurnur hidup dan selamanya, tidak berubah dan trdak
mengikut perubahan dormnisili.

(5) NJK schagaimana dimaksud paede s&vat (1) diterbitbkan
setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk untuk
digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelavanan
publik.

[6] Penerbitan NIK bagi bayi yang Ihir di luar administrast
domiaili, dilakukan  setelah  pencatatan  biodata
penduduk pade Instansi Pelaksana tempat domisili
Orang ILAanva.

(" NIK sebagaimana dimaksud pada avat (1) wajb
dicant umkan dalam setinp dokumen identitas dirg dan
bukti kepemiiikan.

(8 Yang dimaksud dokumen identitas diri sebagaimana
dimaksud pada avar (7) adalah sura: jdentitas din
dan/atau profesi amara lain seperti karu advokad dan
surat identitas pilot Indonesia.

(9 Yang dimaksud bukti  kepemikkan sebagaimana
dimaksud pada ayal (7} antara lain:

g. Penerbitan Paspaor;

b. Surat [zin Mengemudi:

¢. Nomor Pokok Wajib Pajak:

d. Polis Asuransi;

e. Sertifikat hak atas anah;

{. Buku Kepemilikan Kendarasan Bermotor (BPKB}; atau

g ljpzah SMU atau yang sederajat dan ljazah Perguruan
Tngg.

Paragral 3
Kartu Keluarga (KK}

Pasal 14

{HKK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK
rama lengkap ktpala keluarga dan anggota keluarga,
NIK, jenis kelamin, alamat tempat lzhir, tanggal lahir,
Bgama, pendidikan, pekerjaan, smeius  perkawinan,
status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan,
dokumen imigras) dan nama orang iua.
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(2} Keterangan mengenal kolom agama schagaimana pada
anyat {i) bagi Penduduk vang agamanya belum diakui
sebagai agama berdssarkan  ketsnfuan  peraturan
perundangan-undangan HLAU hagi penghayay
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatar
dalam database kependudukan.

{3] Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1] berlaky
selamanya, kecuali terjadl perubahan kepala keluarga.
{(4Perubahan  yang  diakibatkan adanva  peristiwa
kependudukan atau Peristiwa Penting sepertl pindah
datang, kelahiran atau kemarian wajib dilaporkan
kepada Instensi Pclaksana paling lama X (Lige puluh)

hari sejak terjadinya perubahan.

(SIKK diterbitkan dan ditandatangai oleh Kepala
Ingtansi Pelaksana serta diberikan kepada penduduk
WN] dan orang Asing vang memiliki [zin Tinggal
Tetap.

[6) KK sebagaimana dimaksudkan pada avat (1) dijadikan
sakh satu Dasar Penerbitan KTP.

{7) Penduduk WNi ztau orang asing vang merniliki  lzin
Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam |
{saru} KK.

i8) KK sebagrimana dimakaud pada ayat {1) memiliki nomar
yang terdinn dart 16 digit didasarkan pads kowmbinasi
variable kode wilayah, tangmal pencatatan dan nomor
sevi KK

(9 Perubahan vang  diskibatkan adanve  peristiwa
kependudukan atau Peristiwa FPennng seperti pindah
datang, kelahiran atau kematian wajb dilaporlan
kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejk tegadinya perubahan.

{i0}jPenerbitan K oleh [nstansi Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat {4 paling lama 14 [(empat belas)
hari

Pamagrafl 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP}

Faral B

(i) Penduduk wearga Negara Indonesia dan omng asing
vang memiliki izin tinggn! teap yang telah berwmur 17
[tujub belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin
wajib memiliki KTP-el.

{2) KTPel sebagaimana dimaksud pada ayst (1) berlaku
secara nasional.




(3

(4)

(5}

(1}

2

(3

[4)

(5)

[6)

(7

_1 7/

Orang asing scbagaimana dimaksud pada ayat (1| wajb
melaporkan — perpanjangan  masa  berlaku atau
mengganti KTP-el kepada I[nstansi Pelaksans paling
lambat 30 (tiga puluh] har sebelum 1Arggal masa
berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Penduduk vang telah memiliki KTP-el wajb
membawanyva pada saat bepergian.

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1| hanya
memiliki 1 [satw KTP-el

Pasal 16

KTP-el mencantumkan gembar lambang Garuda
Pancasila dan petn wilavah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, memual elemen data penduduk vaitu NIK,
nama, tempat tanggal lahir, |laki-laki atau perempuan,
agama. status perkawinan, golongan darah, alamae,
pekerjaan, kewarganegeraan, pas [oto, masa berlaku,
tempat dan 1Aanggal dikeluarkan KTP-el, dan rtanda
tangan pemilik KTP-el
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat [l}] menjadi
nomor  identitas  nggal  untuk semuAa urusan
pelayanan publik.
Elemen data kependudukan entang agame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] bagi penduduk
vang dgamanva belum diakui  sebagai agama
berdasarkan keterititan peraturan perundang-undangan
atae begi penghavat kepercavaan rtilak diisi, terapi
tetap dilayam dan di catat data base kependudukan.
Dalam KTP-#l sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersimpan cip vang memuat rekaman elektronik data
perorangan.
KTP-2] untuk ;
a Warga Negara Indonesia masa berlakunva seumur
hidup; dan
b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan
masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau
hilang, penduduk pemilik KTP-el wajb melaporkan
kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan
atau penggantian.
Dalam hal KTP-el rusak amau hilang, penduduk pemilik
KTP-el wajib melapor kepada Instenai Pelaksana melalut
camat atad lurah fkepala desa paling lambal 14 {empal
belas| hart dan melengkapi surat pernyataen penyebab
terjadinya rusak atan hilang.




(8)
A

(1)

{2

[3)

{4

(1}

(2)

(3

<)
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Penerbitan KTP-gl paling lama 14 (empat belas) hari.
Ketentuan mengenai tata cara perubashan elemen data
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
tebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 17

Dalam bhal Pemerintah Daerah mMenerima lapuran
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat {i}
kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el
Penerbitan KTP-el WNI yang bar: datang dari luar
negeri dilakukan setelah diterbitkan Surar Keterangan
Datang Dari Luar Negeri oleh unit kerja yang mengelola
administrasi kependudukan dan percatatan sipil.

Masa berlaly KTP bagi Orang Asing yang memiliki Lzin
Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin
tinggal tetap.

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada aym {2)
paling lama 14 {empat belas} hati.

Pasgal 18

Dalam KTP-el dimuat kode pengaman, rekaman

elektronik, dan pesfoto penduduk yang bersangkutan.

Rekaman clekironik sebagaimans dimaksud pads ayat

(1) beriai biodata, tanda tangan, pasfoto, dan sidik jar

tangan dan/atau iris pendudui yang bersangkutan.

Pas. foto sebagaimana dimaksud pada avat ()

berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan

2 penduduk yang lahir pada. tahun ganjil, latar
belakang pasfolo berwama meraly;

b. penduduk yang lehir pada tahun genap, latar
belakang pasfoto berwarmna biru;

¢ pas foto 1ampak wajah 70 % [tujuh pulih persen),
dapat menggunakan jilbab dan kopiah, tapi udak
diperbolehkan memakai c¢adar, topl, kacamata
hitam.

Teknis penerbitan KTP-el sebagnimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




(1)

{2)

(3

in

(2)

(1)
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Paragral 5
Karty [dentitaz Anak (KiAj

Pasal 19

Pemerintah menerbitkan KIA bagi penduduk WNI dan
penduduk Orang Asing yng memiliki izin tinggal tetap
vang berumur kKurang dan 17 {tujuh belas| tahun dan
belum kawin.

Penerbitan KIA dilakukan oleh instansi pelaksana atau
UPT pelaksana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbiten KIA diatur
dengan  Perawuran Bupati dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri.

Bagian Kedun
Pendaftaian Peru bahan Alamat

Faszal 20

Dalam hal terjadi perubahan alamar penduduk, Instansi
Pelaksana  ‘wajb  menyelenggarakan  penerbitan
perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Dalam hal tenadi pemekaran  Wilayah  atay
pembangunan yang menvababkan perubahan alamat
penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan
perubahan alamat dalam KK dan KTP-el dengan
membenn kemudahan kepada penduduk dan ridak
dipungut biaya.

Bapgian Ketiga
Pendaftaran Pemindahan Penduduk Dalam Wilavah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik [ndonesia

Pasal 2|

Pererbitan Surat Keterangan Findah Datang bhagi WM
vang pindah dalam satu Desa/Kelummhan, dilakukan
oleh Kepala Desa atau Lurah s=stempat.




(2

(A

()

(3

[©

(7}

(8l

()
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Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI yang pindah
antar Desa/Kelurahan dalam aaty Kecamatan
ditandangani oleh Kepala Desa/ Lurah di daerah asal
dan daerah tujuan.

Surar Keterangan Pindah Datang bagi WN! vang pindah
antar Kecamatan dalam satu Kabupaten diterbitkan dan
ditandangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah
dzn Camat untuk kemudinn melaporkan ke daerah
tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan
pengesahan.

Surat Keterangan Pindah Datang bagy WNI yang pindah
antar Kabupaten dalam satu Provingi atad  anar
Provinsi diterbitkan dan ditandatangani d daerah asa)
oleh Instansi Pelaksana,

Berdasarkan Keterangan 3Surat Pindah =sebagaimana
dimaksud pada avet (4 penduduk yang bersangkutan
wajib melapor kepada Insiansi Pelakaana di dasmah
tujuar untuk Penerbitan Surat Keterangan Pindah
Datang.

Surat  Keterangan  Pindah Datang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] digunakan asebagai dasar
perubahan atau penerbitan KK di daerah asal atau
daerah tujuan dan perubahan alamat dalam KTP-el di
daerah tujuan.

Instansi Pelaksana wa jb menyelenggarakan
pendaftaran pindah datang penduduk WNI  yang
bertransmigrast.

Penerbitan Surat Pindah Datang oleh  Inatenai
Pelaksana sebagaimana dimakaud pada aval (6 paling
lama M (empat belas| han,

Paregral 2
Pindah Datang Penduduk Orang Asing
Ealam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 22

Pemerintahh  Daerah melakukan pendaftaran dan
menerhitkan  Sumt  Keterangan  Pindah  Datang
Penduduk Orang Asing vang memifiki lzin Tinggal
Terbatas dan Orang Asing veng memiliki lzin Tetap
dalam Wilavah Negara Kesatuan Republik Indoneain
seieleh mendapal [aporan tentang kepindahannya darei
[nstansi Pelaksana 4i darrah asal.




{2

()

(2]

(3

{4)

&

i1]

.4

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada avat (1)
melaporkan kedatangannya kepada Inatansi Pelaksana
di daerah tujuan paling iama 30 {tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 23

Penerbitan Surat keterangan Pindah Datang dalam |
{satu} Desa/Kelurahan. antar Desa /Kelurahan dalam 1
{satu} Kecamatan, dan antar Kecamatan dalam | |satu)
Kabuparen, dilakukan olel Instansi Pelaksans
Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar
kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi
dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia dilakukan
di darmh asal setelah ditandatangani & daesh asal
diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke
daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari
Instansi Pelaksana.
Surat  Keterangan Pindah Datang secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan syat (2} digunakan sebagai
dasar
a. penerbitan bagy Orang Asing Tingeal Tetap di daerah
asal mau d daerah rjuan dan penerhitan
perubahan alamat KTP-el bagi Orang Asing Tinggal
Tetap & daerah tu juan, atau
b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempar Tinggal
bagi Orang Asing Tinggal Terbatas o daerah tujuan.
Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada syvat (3}
huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing
dalam wilayah Negam Kesatuan Republik Indanesia
dibedakan dalam:
&. Surat Keterangan Findeh Daizng Orang Asing
Tinggal Tetap; dan
h Surat Keterengan Pindah Datang Orang Asing
Tinggal Terbatas.

Paragraf 3

Pendaftaran WHI Tinggal Sementara

Pasal 24

Pemenntah Daerah melakukan pendal:aran WNI vang
bermaksud tinggal sementara di ler dorniaili atau

Teinpai tinggal retap.




(2} Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan selams 90 (sembilan puluh} heri berturyt-
turut sampa dengan 1 (satu) tahun.

(3 Twnggal Sementara sebagaimana dimaksud paca avat (2)
tidak 1ermasuk WNI yang wmelakukan tugas atau
sekolah kedinasan.

Pasal 25

Kepala Desa atay Lurah melakukan pendafiaran WN)
Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat
Keterangan Pindah Sementara vang disahkan oleh Camart.

Pazal 26

(1) Pendaftaran WN] Tinggal Sementara <& Daerah tujuan
dilakukan oleh Kepala Desa/Lurabh berdasarkan
laporan penduduk paling lama 30 (tign puluh) har
kerja sejpk diterbitkan surat keterangan pindah
datang dari daerah asal.

{2} Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana
dimakasud pada ayat (] dilakuksn dengan penerbitan
Surat  Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan
permohonan tnggal sementara,

(3 Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku selama | {satu) tahun
dan dapat diperpanjang 1 [satu] kal.

(4] Surat Keterangen Pindah Sementars =zpabila sudah
diperpanjang aebagaimana dimaksud pada avar (3
maka Surat Keiermngan Pindah Sementara menjadi
tidak berlaky lagi dan yang bersangkutan wajib
memiiih apakah menjadi penduduk tetap atau
kembali aebagai penduduk asal

Bagian Keempat
Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragral |
Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 27

(1) Penduduk vyang pindah ke luar negeri wajb
melaporkan rencana kepindahannva kepada Instansi
Pelaksans.
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{2} Berdasarkan Iaporan sebagsimana dimaksud pada

ayai {I|] Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran
dan penerbitan Surair Keterangan Pindah ke Luar
Negeri.

[3 Penduduk WNI yang telah pindah sebagrimana
dimaksud pada ayar {1| dan berstatus menetap di luar
negert wajib melaporken kepada Perwaldlan Republik
Indonesia paling lambat 30 [tiga puluh} har sepk
kedatangannya.

Pasal 28

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat {2] dilakukan ol=h Kepala
Desa atau lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar
Pindah ke Luar Negen dan disahkan oleh Camat setempal.

Fasal 29

(1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Neperi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 diberikan oleh Kepala Desa
atau Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepsda
Instansi Pelaksana sebagal dasar pererbitan  Surat
keterangan Pindah ke Luar Neperi.

(2] Surat Keterangan Pindah ket Luar Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) digunakan sebagsi salah saty
svaral dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2
Kedatangan WNI dari Luar Negeri
Pasal 30

(1) WNI vang daiang dari Luar Negen wajh melaporkan
kedatangannya kepada Instanei Prlaksana paling tama
¥ {empat belas) hari sejak tanggel kedatangan.

2} Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pade ayar
(1}, Inatanay Pelaksana mendafiar dan menerbitkan
Surat, RKeterangan Datang dar Luar Negeri sebegai dasar
penerbitan KK dan KTP-el
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Paragral 3
Kedatangan Orang Asing dari Luar Negerm

Pasal 31

Orang Asing vang memiliki [zin Tinggal Terbates yang
datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki
Izin lainnya yang telah berubah stalus sebagai
Pemegang [(zin Tinggal Terbatas yang berencana
bertempat tinggal di dalam wiavah Negara Kesanan
Republik Indonemia wajib melaporkan kepada Instansi
Pelaksana paling lambat 14 (empat belas] han sejak
diterbitkanma [zin Tinggal Terbatas,

Berdasarkan laparan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1], Ilnstanst Pelaksana mendafiar den menerhitkan
Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Maza berlaku Sural  Keterangan Tempat Tinggal
sehagaimana dimaksud peda avat (2] diseauaikan
dengan masa berlaku kin Tinggal Terbatas.

Paragral4
Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatgas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pagpal 32

Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Terbatas yang
telah berubah stas menjadi Orang Asing vang
memiliki lzin Tingeal Tetap, wajib melaporkan kepada
Instansi Pelaksana paling lama 14 {empat betas} dari
sejpk diterbitkannya lzin Tinggal Tetap.

Berdasarkan laporan sebagnimana dimaksud pada

avat (l), Insianm {Pelaksana mendafar dan
menerbitkan KK dan KTP.gl,

Paragraf 5
Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Paanl 13

Orang Asing vang memifiki [zin Tinggal Terbaraa aray
Orang Asing yang memiliki lzin Tinggal Tetap vang akan
pindah ke luar nepert waib melaporkan kepada inatansi
Pelaksana pelhng !lama 13 (empat belas) han sebelum
rencana kepindahannya.

dan miskin.

(4 Ciri-ciri komunitas terpencil sebagaimana dimaksud

. = & 1 R O O— a
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Parpgraf 3
Redatangan Orang Aging dari Luar Negeri

Pasal A

Orang Asing yvang memiiiki lzin Tinggal Terbatas vang
datang dari Luar Negen dan Orang Asing yang mernili ki
lzin [ainnya yang telah  berubah status  sebagai
Permegang lzin Tinggal Terbalas yang berencana
bertempat tingpal di dalarn wilayah Negara Kesatuan
Republik [ndonesie wajb melaporkan kepada instansi
Pelaksana paling lambar 14 (empar belas) han sepk
diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayvat
@ Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan
Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Masa berlaku Surer Kererangan Tempat Tinggal
sebhagaimana dimaksud pada ayar (2| disesuaikan
dengan masa berlaku kzin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4
Penduduk Orang Asing Twngga! Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 32

Orang Asing vang memiliki lzin Tinggal Terbatas vang
telah berubah amtus menjad Orang Asing vang
memiliki 1zin Tingga! Tetap, wajib melaporkan kepada
Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat betas) dani
sejak diterbitkannya [zin Tinpgal Tetap.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
mavat (1), Inatanst Pelaksane mendaftar dan
menerbitkan KK dan KTP-el.

Paragraf 5
Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negen

Paaal 33

Orang Asing yvamg memiliki [zin Tinggal Terbatas Atau
Orang Asing vang memiliki [zin Tinggal Tetap yang akan
pindeh ke luar neger wajity melaporkan kepada lnsiansi
Pelaksana paling lama 14 jempat belas] bari sebelum

rencana kepindahannya.
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(2] Berdasarkan lapomn sebagaimsna dimaksud pada ayat

(Illnstansi Pelaksana melakukan Pendaliaran.

Bagan Kelima

Pendatasn Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

(1

{2}

(3

(@
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(2

(3)

Pass) 24

Instansi FPelaksana wajid melakukean pendataan
Penduduk Reman Administrasi Kependudukan
Penduduk Rentan Administrasi K ependudukan
sebhagaimana dimaksud pada ayat [1] terdic atas;

a penduduk korban bencana alam;

b penduduk korban bencana sosial;

c orang terlantar; dan

d. komunitas terpencil.

Ciri-cin Orang lerlantar sebagaimana dimaksud pada
ayat () huruf ¢ adalah berbentuk komunitas  keci,
sandang dan papan tidak memadai, tempat tinggal tidak
tetap, tidak mempunval pekerean/kegatan vang iclap
dan miskin

Ciri-cin  komunitas terpencll sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d adalah berbentuk komunitas kecil,
tertuiup dan heterogn, pranata sosial bertumpu pada
hubungan kekerabatan, pada umumnya lerpencil accam
geografis dan relatf sulit teriangkau, peralatan teknolog
sederhana dan terhatasnva akses pelayanan sosial,
ekonom dan politik.

Pasal 35

Pendataan Penduduk korban Dbencana alam dan
bencana sosial ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 33
avet (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat
rerjadinya  bencana alam wmaupun bencana akibat
keruzuhan sosial,

Pendataan Orarg terlantar dan komunitas terpencil
dilakukan secara periodik dengan membentuk tm

pendataan.
Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat |2] digunaksn sebagai dasar penerbitan Surat
Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
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BAB I
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 36

Setiap kelahttan wajb dilaporkan oleh penduduk
kepada Instansi Pelaksana di tempat domisil penduduk
paling lambat 60 {enam puluh} han sejak kelahiran.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1. Pejabar Pencatatan Sipil mencatat pada Register
Akia Kelehiran dan menerbitkan Kutipan Aka
Kelahiran.

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ‘pada ayat
[1) yang melampaui batas wakiu 60 {enam puluh) hari
sejpk tanggal kelahiran pencaiatan dan penerbitan Akia
Kelahiran dilaksanaian setelah mendapatkan
keputusan nstansi Pelaksana setempat.

Ketentuan mengenal  persyaratan dan  tata cars
pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
|1] sesual ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasnl 37

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan
tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil
yang mencatat dan menerbitkan  kutipan  Akta
Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(3] berranggung jawab memberitahukan hal dimaksud
kepada unit kerja vang mengelola administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil di wdilayah tempar
lerjadinya peristiwa kelahiran.

Pencatatan keizhiran bagn seseorang vyang tdak
diketahui asal usulhva atau keheratinar orang tuanya
didesarkan pada laporan orang yang menemukan
dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dar Kepolisian.
Kutipan Akia Kelahiran sebagaimana dimaksud pada
avat (2| diterbitkan olth Instansi Pelaksana, untuk
kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan
aetelah dewase
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Pasal 38

Kelahiran WNI vang dilahirkan di luar wilayalhi Negara
Kesatuan Republik [(ndonesia wajib dicatatkan pada
Instansai yang berwenang di negara setempar dan
dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indoneaia.
Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayai
(hydilaparkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30
(Hga puluh} hari sejek WN] vang bersangkutan kembali
ke daerah.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahit Mat

FPasal 39

Sebap kelahiran bayi dalam keadasan mat  wajb
dilaporkan oleh penduduk kepada !nstansi pelaksana
paling lama 30 (tiga puluh) her seiak lahir mad.

Bayi dalam keadaan lalir mat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kelahiran secorang beyi
datare kandungan yang berumur paling sedikiv 28
{dua puluh delapan] minggu pada saat dilahirkan
tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan.

Instansi Pelaksans sebagaimana dimaksud peda avvar I}
menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cam
pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1l sesuai Kerentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 40

Perkawinan yang sah  berdasarkan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan wajb dilaporkan oleh
penduduk  kepada [nstansi  Pelaksana &  tempat
terjadinya perkawinan paling lama 60 {enam puluh) har
scpk mnggal perkawinan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register
Akia Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Ahlta
Perkawinan.
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Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) masing-masing diberikan kepada suwami dan
jatri

Pelaporani sebagaimana dimaksud pada avar (1)
dilakukan oleh peduduk vang beragama Islam kepada
KUA Kecamatan.

Data basil pencatatan atas peristiwa  schagaimana
dimaksud pada ava! {4} wajib disampaikan aleh KUA
Kecamatan kepada Instansi paling lama 10 (sepuluh)
hari seteiah pencataran perkasvinan dilaksanakan.

Hasil pencatatan sebagaimana pada ayar (D) tidak
memeriukan penerbitan kutipan akita Pencatatan Sipil.

Ketentuan mengenal perzyaratan dan teia  cara
pencaiatan perkawinan sebageimana dimaksud pada
avat |1 sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan kecuali sebagaimana dimaksud pada ayvat (4.

Paszal 41

Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan d luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
dicatatkan pada Inscansi vang berwenang di negara
setempat dan  ditaporkan pada Perwakilan Repubbk
Indonesia.

Apabila di negara setempat tidak menyelenpgarakan
pencatatan perkawinan bagl orang asing, pencatatan
dilakukan oleh Perwakilan Republik [ndonesia. untuk
kemudian mencatat dalam Register Alaa Perkawimnan
dan menerbitkan kitrpan Akta Perkawinan

Pencatatan Perkeawinan sebagaimana dimaksud pada
avat (1| dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangiutan
kepada Ingtansi Peslaksana paling lama 30 jtvige puluh)
hari sepk yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 42

Pembatalan  perkawinan  wajib  dilaporkan  oleh
penduduk wang mengalami pembatalan  perkawinan
kepada instansi Pelaksana paling lambat 90 (semhilan
pulub] hari setelah putuaan pengadilan tentang
pembarmlan perkawinan yang tedah mempercieh
kekuatan hukum terap.
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(2} Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada avar
{1] mencabut kutipan Akta Perkawinan dari
kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat
Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(3] Keteniuan mengenai persyaratan dan tats  cAmA
pencatatan  pembatalan  perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat () sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pencaraian Perceraian

Pasal 43

(1) Perceraimn wajibh dilaporkan oleh yang bersangkutan
kepada Insiansi Pelakssna paling lams &0 [(enam
pulubh) hari sepk mendapatkan putusan pengadilan
tentang perceraiAn yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

[2} Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] Pejabat Pencatatan BSipil mencatat pada Register
Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta
Perceraian.

{3t Ketentuan mengenai  persyaratan  dan  tata  cara
pencatatan perceraian sebagnimana dimaksud pada
ayat (1] sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 44

{1] Bagi penduduk yang melaksanskan perceraan di luar
wilayahh Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
dicatarkan pada Inswansi yang berwenang di negara
setempal dan dilaporkan pada perwakilan Republik
Indonesia.

{2) Apabiia di negara setempat tidak menyelenggarakan
pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan
dilekukan oleh Perwakilan Republik ndonesia, untulc
kemudian mencatat dalam Regislier Akta Perceraian
dan penerbitan Kutipan AXta Perceraian.

{3} Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayar {1} dan ayat {2 dilaporkan oleh yang bersangkutan
kepada Instansi Pelaksana paling tama 30 {tiga puluh)
hari sepk vang bersangkutan kembali ke daerah.
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Baginn Keenam
Pencatgtan Kematian

Fasal 45

Setiep kematian wajib dilaporkan oleh rukun etangga
ateu nama lainnya di domisih  penduduk kepada
Instansi Pelaksana, palng lama 30 {tga puluh) har
sejak tangeal kernatian,

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] Pembat Pencatatan Sipil mencaiat pada Register
Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Alta
Kematian.

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
{(2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dael
pihak vang berwenang.

Dalam bal terjadi ketidaljelasan keberadaan seseorang
karens hilang stau  mati  tetapi  tdak ditemukan
jenazahnya, pencataran oleh Pejabat Pencatatan Sipil
baru dilakukan s=teianh adanva penetapan pengadilan.
Dalam hal terjadi kematian seseorang vang tidak jelas
identitasnya, Instansi Pelaksana meta bl kan
pencaratan kematian berdasarkan keterangan dari
kepolisian.

Ketentuan mengenai persyaratan dan taig  cara
pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) sesusi ketentuan peraturan perundang-undangan.

FPanal 46

hematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganysa atau
yanpg mewakili keluarganva pads perwakilan Republik
Indonesia dan wajpb dicatatkan pads ineansi yang
berwenang di negara setempat paling lama 7 (tujuh] beri
setelah kematian.

Bagian Kerujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pesal 47

(1] Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal
pemohion.
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Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud
pada avat {1} wakb dilaporkan oleh Penduduk kepada
Instansgi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akia
Kelahiran paling tarva 30 figa puluh) hari setelah
diterimanya salinan penetapan pengadilan.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayar
{2), Peiabar Pencataten Sipll membuat catatan pinggir
pada register Akta Kelahimn dan kutipan  Akeg
Kela hiran.

Ketentuan mengenai persyaratan den  tata  cara
pencataian pengangkaran anak sebagaimana dimaksud
pada ayat () sesual ketrntuan peraturan perundang.
undangan.

Pasal 48

Bagi penduduk yang mengangkat anak warga negara
asing d juar wilayah Negara HKesatuan Republik
Indonesia waph dicatatkan pada instansi  yang
berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada
Perwakilan Republik Indoneain.

Apabila di negara setempar tidak menyelenggarakan
pencatatan pengangkatan anak bagn Orang Asing,
maka yang bersangkutan melaporkan kepada
Perwakilan Republik Indonesia untuk mendapatkan
sufFat keterangan pengangkatan anak.

Pengangkatan Anak warga negara Aasing sebagaimana
dimaksud pada avar () dan ayat (2] dilaporkan oleh
vang bersangkutan kepada [nstansi1 Pelaksana paling
lama 30 (tiga puluh] han sejpk yang bersangkutan
kembali ke daerah.

Berdasarkan laporan sebagsimana dimaksud pada ayat
(3], Instensi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan
Pengangkatan Anak

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Amak

Pasal 49

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua
kepada Instansi Pelakaans paling lama 30 (tiga
pulih| hart sejgk tanggal Surat Pengakuan Anak oleh
ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang
bersangkutan.
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Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pads aver ())
adalah pengakuan seorang avah (erhgdap anaknya
vang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas
perseryjuan dari ibu kandung.

Kews jiban melaporkan sebagaimana dimaksud padsa
ayat (1] dikecualikan begi orang tua yang agamanva
tidak membenarkan pengakuan anek vang ahir di luar
kutrungan perkawinan yang sah

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksyd pada avet
(2. Pejabat Pencataian 3ipl mencatat pada register
Akta Pengakuan Arak dan menerbitkan Kutipan
Pengakuan Anak.

Retentuar mengenai persyaratan dan  tata cara
pencatatan pengakuan anak sebagaimans dimakaugd
pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 30

Pengakuan amak wajb dilaporkan oleh orang tua
kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 [tga puluh)
hari sejpk rarggal surat pengakuan anak olsh ayah dan
disetujui oleh 1bu dan anak yang bersangkutan.
Pengakuan anak hanyva berlaku bagi anak yang orang
tuanya [elah melaksanakan perkawinan sal menurut
hukum agama, rtetapi belum sah menurut hukum
NegAra.

Berdasarkan laporan asebagaimana dimaksud pada ayat
(V. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register
Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Alia
Pengakuan Anak

Bagian Kesem hilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasnl 51

Setiap pengesshan anak wajib dilaporkan oleh orang ua
kepada Inatansi Pelaksana paling lamas JO (uga puluh)
hari sepk avah dan ibu dan apak yang bersangkutan
melakukan perkawiman  dan  mendapatkan  Akta
Perikawinan.

Pengesahan anak hanvae berlaku bagi anak vang orang
wanve telah meleksanakan perkawinan ash menuri

hukum pgama dan hukum negara.
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Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat Penratatan Sipil mencatat pada Register
Akth Pengeanhan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta
Pengesahan Ansk.

Ketentuan mengenai persvaratan dan tata cara
pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 52

Pencatatan perubahan nama ditakssnakan berdesarkan
pehetapan pegadilan negeri tempat pemochon.
Pencatatan perubahen nama sebagaimana dimaksud
pada ayat (I} wajib dilaporkan ocleh penduduk kepada
Instangi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan
Sipél paling lama 30 [tga puluh} hari sejpk diterimanva
salinan penetapan pengadien negen oleh  yang
bersangkutan.

Berdasarkan laporan sebageimena dimeksud pada ayat
(2), Pejgbat Pencatatan Sipi! membual catatan pinggir
pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kuripan Akra
Pencatatan 3ipil.

Keientuan mengenal persyarsatan dan  teta caAra
pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksad
pada myat (1) sesum’ ketentuan peraturan perundang-
undangan

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 53

Perubahan status kewarganegaraan dan Warga Negama
Asing menjadi WN] dilaporkan oleh Penduduk yang
bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat
peristiwa perubshan stamls kewarganegaraan paling
lama 60 (enam puluh] hat sejak  berita acara
pengucapan sumpah atau pemyataan janj setia oleh
pejabat.
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{2) Berdasarkan laporan stbagaimana dimaksud pada
ayat (1|, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan
pinggir pada repister akta Fencatatan Sipil dan
kutipan akta Pencatatan Sipil.

(3) Ketentuan mengenal persyaratan dan tata cara
pencatatan Perubshan Kewarganegaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (|} sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 54

(jPerubahan status kewarganegarsan dari WNI
menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Kesatuan
Republik Indonesia vang lelah mendapat persetujuan
dari negara setempal Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Pemenntah Daerah mencaburt dokumen KTP-el dan
KK Penduduk Yang merubah slatus
kewarganegaraan [ndonesia menjadi Warga Negara
Asing

Bagiann Keduahelas
Pencatatan Pernistiwa Penting Lainnyva

Pasal 55

& Pencatatan Pepristiwa Pentlng Lainnye dilakukan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk
yang bersangkuian setelah adanva penctapan
pengadilan negeri yvang telah memperoleh Xekuatan
hukum tetap.

23 Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana
dimaksaud pada avat (1| paling lama 30 (tiga puluh)] hari
sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai persyaralan dan 1ata cara
pencaiatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30

Bagl penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri
pelaporan terhadap Peristive Penting yang menyanghut
dinnya sendiri dapat dibantu oleh perugas dan Instansi
Pelaksana atay meminta bantuan kepada orang lain.
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Pasal 37

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidek
dipungut biava.

BAB V
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesaty
Pengisian, Datae

Pasal 38

Pengigian Elemen Data pada Blanko KK, KTP, Surag
Keterangan Tinggal Sementara dan Surat  kKeterangan
Tempat Tinggal dan Register Akia serta Kutipan Alkia
Catatan Sipi] dilakukan dengan menggunakan SIAK,

Bagian hedua
Pembukuan Pengpunaan Blanko

Pasaal 39

1] Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembukuan
pencalatan serta pengpunaan blanko setiap bulan;

{2) Hasil pembukuan sehageimana dimaksud pada ayst (1)
dilaporkan kepada Manten Dalam Negern.

BABVI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal A0

11 Pemerintah Craersh melakukan Penateusa haan
Pendafl aran Penduduk dan Pencatatan Sipil i daeraht

{3 Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 61

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan
aipil menggunakan tigae jenie buku sebagal berikut
a, Buku Harian Peristtiwa Penting dan Pernstiwa

Kependudukan, terdiri atas:




(1}

(2}

3
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l. Buku harian penatiwa Penting dan  Peniatiwa
Kependudukan untuk Tingkat Desa/Kelurahan,
dengan Kode BK-1.01;

2. Buku haran peristiwva Penting dan Peristiwa
Kependudukan untuk Tingkat Kecamatan, dengan
Kode BK-1.02; dan

3. Buku berian peristwa Penting dan Peristiwa
Kependudukan umtuk Tingkat Kabupaten/Kora,
dengan Kode BK-1.03.

Buku Mutasi Penduduk, terdiri atas:

1. Buku Mutasi bagi WNI, dengan Kode BK-1.04;

2 Buku Muras’ bagi Orang Asng Tinggal Tetap. dengan
Kode BK-1.05:

3 Buku Mutasi bag WNI Pindah Sementara, dengan
Kode BK-1.06;

4. Buku Mutasi bagi WNI Tinggal Sementara. dengan
Kode BX-1.07; dan

5 Buku Mutasi bagt Orang Asing Tinggal Terbatas.
dengan Kode BK1.08.

Buku Induk Penduduk terdiri atas:

. Buku Induk Penduduk bagi WNI], dengan Kode BK-
109;

2 Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tingzal
Tetap, dengan Kode BK-1.10;

3. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal
Sementara, <engan kode BK-1.11, dan

4. Buku Induk Penduduk bagi Orang Asing Tinggal
Terbatag, dengan kode BK-1.12.

Pasal 62

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan
Dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-
berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan
Sipil di daerah.

Pengelolaan Dokumentas: Register Akta Catatan Sipil
meliputs perckaman, penyimpanan, pemeliharaan dan
pemanfaatan Register Akta Catalan Sipil.

Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-
lzamanya dan tidak boleh dimusnahkan.




(2}

(3)

i)
(2)

(3

(1)

(2)

BAB VI
PERLINDUNGAN DATA PRIBAD! PERDUDUK

Pasal 63

Cata pnbadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
a keterangan tentang cacar fisik dan/atau menial:

b. sidik fan;

C. iris mata;

d. tanda tangan; dan

e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang,
Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] waijb disimpan dan dilindungi oleh Negara.

Cats pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ‘pada
ayat [2] harus dijaga kebenarannya dan dilindung
kerahasiaannys oleh penvelenggara dan  Instansi
Pelaksana Besuai ketentuan peraturan  perundang-
undangan.,

Pasai 64

Manteri sshapai penanggung jawab memberikan hak
akses daia pribadi kepada petugas Instans) Pelaksana,
Petugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilarang
menyebaritaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan
kewenangannys.

Keteniuan mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan
tata cara mengenai hak akses sebagaimana dimaksud
pada ayat |[) sesumi dengan ketentuan peraruran

perundang- undangan.

BAB VI
PENGANCRKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUK TURAL

Pasal 65

Pejabat satruktural pada unit ketja yvang menangani
Adminisgasi Kependudukan & daerah diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati melalui
Gubernur.

Penilaian  kKinerja pejabat struktural sebaghimana
dimaksud pada aym [I) difakukan secara pericdik oleh
Menteri.




(3

(1)

2

(3

(4
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Ketentuan lebib lanjut mengenai mekanisme dan
prosedur pengangkatsn dan pemberhentian pejabat
struktural sebagaimana dimaksud pada avat {1). serta
penilaian kinerja scbagmmana dimaksud pada ayat {3
diatur sesua: dengsn ketentuan peraturan perundang-
undangan.

8348 X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Dalam ha! suaty daerab terjadi keadaan vang luar
biasa, sehinggs daerah atau scbagian  daerah
dinvaitakan dalam keadaan bahays, dengan tingkas
keadaan darurat militer atan keadsan darurat sipil
maka pejabat sipil yang ditunjuk diben kewenangan
membupt surat Keterangan tentang Peristiwa Panting
dan Penstiwa Kependudukan.

Surat Keterangan lenteng Pevistiva Penting dan
Perishiwe Kependudukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] diberikan kepada penduduk tanpa dipungut
biava.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.

Dalam hal keadaan deerah sudah dinvatakan pulib,
unit kerja vang mengelola pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepads
penduduk  untuk melakukan pendaftaran penduduk
dan pencatawan sipil.

Pasal 67

Suyat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bag
Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana diberikan
kepada penduduk tanpa dipungut biavva.

Pasal 68

(1] Pendanaan penyelenggaraan program dan  kegiatan
Administrasi kependudukan vang meliputi kegiatan
fisik dan non halk di daerah dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.




(2)

th
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Disamping dama Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagamimana dimaksud pada ayar (),
Pemerintah Dacrah menyediakan anggaran dani
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal A

Setiap penduduk dikenai sankai administratil berupa
denda apabila melampaui batas wakiu pelaporan
Penstwa Kependudukan dalam hal:

a Pindah datarg bagi Crang Asing vang memiliki lzin
Tinggal Terbatas atau Orang Asing vang memiliki
lzin Tinggal Tetap:

Pindah datang keluar pegeri bagi Penduduk WNI:

c. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WHNI:

d Pindah datang dari luar negeri bagi prang asing yang
memilild [zin Tinggal Terbaras;

e Perubahan Status Orang Asing yang memiliki lzin
Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiitki
[zin Tinggal Tetap;

{ Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang
memiliki [zin Tinggal Terbatas atau Chang Asing
yang memilili |lzin Tinggal Teiap.

(2) Denda Administratil sebagaimana dimaksud pada ayat

(%)

(2)

(1} terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling
banyak Rp 1000.000,00 (saw: juta rupiah), dan
penduduk Warpa Asing paling banyak Rp 2.000.000,00
{dua juta rupiah].

Pasal 70

Setiap Penduduk vang bepergian tidak membawa KTP-el
dikenakan Denda Adminisiratif sebesar Rp 50.000,00
[fima puluh nbu rupiah};

Setinp Orang Asing memiliki [zin Tinggal Terbatas yang
bepergian tidak membawa KTP-el dikenai Denda
schesar Rp 100.000,00 [seratus ribu rupiabh)




Pamn] 71

Dalamn hal Pejabat dan Instansi Pelaksana melakukan
Hndakan atau sengaja memkukan tindakan  varg
memperlambat  Dokumen Kependudukan dalam batas
wikiu yang ditentukan dalam Peraturan Dacrzh ini dikenai
sarksm berupa denda sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh
juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN FIDANA

Pasnl 72

Sstiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surac
dan atau dokumen kepada Inatansy Pelaksana dalam
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting,
dipidana dengan Pidana Penjra paling 'ama 6 (enam)
tahun atau denda paling banyak Fp 50.000.000,00 [lima
puluh juta rupiah).

Pasa! 73

Setiap pmang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah.
menambah, atau mengurengl Elemen Data pada Dokumen
Kependudukan, dipidana dengan Piklana Penjpra paling
lama 2 (dun) tahun dan aal denda paling banyak
Rp 25000.000,00 {dua puluh hma juta rupiah}.

Pasal 74

Sennp crarg atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak,
mererbitkan  dan/amu  mendismibogkan  Banke Dokumen
Kependudukan. dipidana dergan Pidans Perjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan derxda paling banyek Rp 1.000.000.000,00
(satu mikar rupiah).

Pasal 75

Setiap Penduduk yvang dengan sengaja mendaftarkan din
sehagal Kepala Keluargs atmu Anggol keluarga lebdh darn
[satu] KK atau memiiki KTP lebih dari | {satu) dipidana dergan
Pidana Penpra paling lama 2 (dual tahun dan/atau denda
paling barvak Rp 25000.000,00 (dua puluh lima juta nymahl
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Pasal 76

Dalam ha! Pejabat dan Petugas Penyvelenggara dan Instang
Pelaksans melakukan tindakan Pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 atau Pasal 73 Pejabar yang
bersangkutan dipidana dengan Pidana yvang sama ditambah
1/3|satu pertga|.

Pasal 77

Tindak pidana sebagaimans dimaksud dalam pasal 72,
Pasal 73, Pesal 74. Pasgl 75 dan Pasal " adaleh tondak

pidana Admimsiras: Kependudukan.

BAB XII
PENYITHKAN

Pasal 78

(1} Penyidikc Pegawai Negeri Sipll d Lingkungan Pemenntah
Daersh diberi wewenang khusus sehagai Penvidk untuk
melakukan  Penvidikan Tindak Pidana d 2 Bidang
Adminismrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam
Undeng-Undang Hukum Acara Pidana.

{2) Penyadik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat [l1} dalam melaksanakan Tugas Penyidikan
Berwenang untuk :

4 menerimAa, tnencari, mengurnpulkan dan menelit
keterangan atau laporan berkensan dengan tindak
pidana di bidang administrasi kependudukan daerah
agar Keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas,

b. meneliti, mencarl dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau Baden Hukum tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidane di bidang administrasi
ke pendudukan;

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi mrau Badan Hukum sehubungan dengan
tindak pidana di bidang adminisrasi
kependudukan:

d ‘memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan
Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tndak
pidana di bidang administrasi kependudukan;
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e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lun sorta melakukan penyvitaan terhadap
bahan bukti tersebue;

 meminta ‘bantuan tenaga shli dalam rangka
pen vidikan tindak pidana d bidang administrasi
kependudukan:

g menvuruh berhenti atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atay  lempat pada  saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang danfatau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e

h. memotret sescorang vang berkaitan dengan bndak
pidana di bidang administrasi kependudukan:

i. memanggi! orang untuk didengar keterangannya dan
diperkss sebagal tersangka atau saksi

j. menghentikan penyelidikan; dan

k. melakukan tindakan lain  yang perlu  uniuk
kelancaran penyidikan tindak pidana 4 bidang
administrasi kependudukan menurut hukum vang
dapat dipertanggungjawablan.

(3) Penvidik sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
membertabukan dimulinya penyidikan dan
menvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan Ketentuan yang & atur dalam
Undanglindang Nomor 8 Tahun 198l tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XIIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saal Perawuran Daerah ini mulai berlaki, maka

a Perawran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  {Lembaran  Daersh  Kabupaten
Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/C].

b. Peraturan Daeerah Kabupaien Bangkalan Nomor 7
Tabun 2011 temang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kahupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependuduk.an
{Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2011 Nomor 3/E],




43

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalsn Nomer 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkaian Nomor 20
Tahun 2008 tentang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan  [Lembaran  Daerah  Kabupaten
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 4/E, Tambahan
lL.embaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26).

dicabur dan dinyatakan tidak berlaku

Fassal AD

Peraturan Cacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap DTENg mengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkslan

Ditetapkan d Bangkalan
pada tanggal V7 Sep s

SEP 200
TORERAH KABUPATEN BANGKALAN

LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 7 /€ -

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGHKALAM NOMOR 288-10/2019
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PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR /0 TAHUN 2pt9
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN

UMUM

dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006  tentang Adminigtrasi  Kependudukan, maka periu  adanva
pengaturan teknis penvelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan daa kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolean informasi administasi kependudukan serta pendayagunaan
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor kin,

Administrasi kependudukan tersebut sebagal suatu  sistem
dinarapkan dapal diselenggaraikan scbagal bagian dan penyelenggaraan
administrasi negara. [an aist kepentingan  penduduk, mampy
memberikan pemenuhan hak-hak administratif, sepert pelayanan publik
serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan.
tanpa adanya perlabuan vang diskriminatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang
perlu ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudiukan diatur
dalam sebuash Peraturan Daerah.

PASBAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian stilah yang dipergunakan datam
Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah terse but
dimaksudkan untuk mencepah tmbufinya salah tafsr dan salh
pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah
i

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pazal 4

Cukup jelaa
Pagal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7




Cukup jclas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Fasal 12

Cukupjelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pazal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal |7

Cukup jelas
Pagal 18

Cukup jefas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jeias
Pasal 22

Cukup etas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukilp ¢las
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas

Pasal X0

45




Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal .32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Fasal 29

Culcup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 4]

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jeian
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 5t

Cukup jelas
Pasat 52

Cukup jelas

Pasal 33

-




Cukup jeias
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasa] 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelar
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 6l

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal &4

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal G3

Cukup jelas
Paszal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pesal 2

Cukup jelas
Pasal 72

Cukuyp jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jlas

Pasal 77

7.
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Cukup jelas
Pasal 78

Cukup jelas
Pasal 79

Cukup jelas
Pasal BO

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGCRALAN
NOMOR & & -




Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan Nol10 Tlp. {031)3524001-3524011
SURABAYA 60174

Surabaya, [+ September 2019

Kepada
188714122 j013.472019 Yth, Sdr. Bupad Bangkalan

: SEGERA Di
P BANGKALAN

: Pemberian Nornor Register

Rancangan Peraturan Daerash
Kabupaten Bangkalan.

Sehubungan dengan surat Saudara anggal 27 Agusthus
209 Nomor 188,342/531;433.013/2019, perihal Fermohonan
Nomor Register Rancangan Peraturan Deerab Kabupaien Bangkalan
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Adminl strasi Kependudukan
diberikan Nomor Register sebagai berikut :
NOR EC PERATURAN DAERAH HABUPATEN BANGHKALAN
NOMOR 388.10/2019;

Nomor Register tersebut diatas sgar dicantumkan pada
halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud,
scbagaimana tercantum dalam Lampiran il angka 1 huruf B
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,

Demildan untuk menjadikan makium.

an. QUBERNUR Jawa TIMUR
Anistern Pemerintahon dan

Kesejahteraan Rakyat

JEM MARBUN, SH, MH.
Pan bire Tingkat |
NIP. 19640917 199203 1 005
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Hangkalan Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Feraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20
Tahun 2008 1enmiang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  [Lembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2014 Nomor 4/E. Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26)

dicabut dan dinyatakan tidak beriaku

Pasal BD
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap Orang mengetahuinya, mernenntahkan
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkaisn.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 17 SEP 2019

Diundangkan di Bangkalan
e 1 0GEP 18

BNERAH KABUPATEN BANGKALAN

LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR £Z/& -.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGRALAN NOMOR 288-10/2019
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Peraturan Daecrah Kabupaten Bangkalan Nomor 6
Tahun 2014 tentang Perubehan Kedua alas
Peraturan Daerzh Kabupaten Bangkalan Nomor 20
Tahun 2008 1entang Penvelenggaraan Administrasi
Kependudukan iLembaran Daerah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2014 HNomor 4/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26).

dicabul dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ni mulai berlaku pada tanggal dibndangkan.

Agar

Seliap Orang mengetahuinva, memenntahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penémpatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan

Diundan gkan i Eaﬂ'gégﬂ%ﬁﬂ

Diteta pkan 4i Bangkalan
pada tanggal 1/ SEP 209

LEMBARAN DAERAH KAPUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019

NOMOR /& -

NORE(} PEHATURAIY DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 288-1072019




